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Abstrak
 

Nota Kesepahaman 5 (lima) badan nasional independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK dan

Komnas Perempuan pada tahun 2016 bermaksud mendorong sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal

28 (G) ayat 2 UUD NRI 1945, yakni tentang Kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan martabat manusia. Namun sebagai badan nasional, beberapa lembaga negara tidak masuk

dalam ranah kekuasaan pengawasan melainkan pelaksana (eksekutif) seperti LPSK dan Komnas Perempuan.

OPCAT mensyaratkan sebuah lembaga independent wajib diatur dalam tingkat UU dan ketentuan Paris

Principle mengharuskan keuangan yang mandiri dari sebuah lembaga indenpendent. Berdasarkan ini maka

Komnas Perempuan belum memenuhi kriteria tersebut karena diatur pada tingkat Keppres dan mekanisme

penganggaran yang tunduk pada Komnas HAM. Secara umum, mekanisme untuk memastikan setiap orang

untuk bebas dari penyiksan dan pelakuan yang merendahkan martabat manusia telah dilakukan oleh kelima

lembaga negara tersebut. Sejak periode 2016-2018 lima lembaga negara telah melakukan kunjungan berkala

dan tanpa pemberitahuan di lapas, rutan, pusat kesehatan mental, tahanan imigrasi, dll sebagai wujud dari

kekuasaan yang diberikan.

......Memorandum of Understanding among 5 (five) independent national body (Komnas HAM, Ombudsman

RI, KPAI, LPSK and Komnas Perempuan) have a purpose to encourage monitoring system of

implementation of the article 28 G paragraph (2) UUD NRI 1945 namely about the freedom of everyone

from torture or degrading treatment. However as a national bodies, some of them are not part of supervisory

power whereas enter in realm part of executive power, such as LPSK and Komnas Perempuan. OPCAT

requires that an independent body must be regulated in legislation level and fulfilled the criteria which is

regulated in the Paris Principle. Generally, mechanism to ensure everybody free from torture or degrading

treatment have been implemented by 5 (five) SAB in Indonesia. In period of 2016-2018. 5 (five) SAB have

conducted regular and unannoucement visit in prison, detention center, mental health center, immigration

detention, etc., as manifestation of their power. 
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